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Abstrak
 

BAB I  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa pemerintahan orde baru tampak adanya usaha yang serius dari pemerintah untuk

mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan. Usaha semacam ini memberi petunjuk

bahwa wanita diharapkan pula peranannya dalam pembangunan.

Harapan pemerintah akan keikutsertaan kaum wanita dalam pembangunan sebenarnya dapat dimengerti

terlebih melihat jumlah penduduk wanita yang lebih besar dibandingkan jumlah penduduk pria. Berdasarkan

hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 1985, jumlah penduduk wanita tercatat 62,4 juta jiwa,

sedangkan penduduk pria berjumlah 61,6 juta jiwa1. Penduduk wanita yang besar ini dapat menjadi modal

dalam pembangunan bangsa. Di samping itu UUD 1945 menegaskan bahwa wanita di Indonesia berpeluang

sama dengan kaum pria untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pasal 27 UUD 1945 menyebutkan :

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum	pemerintahan dan wajib menjunjung

hukum dan pemerintahan	itu sendiri	dengan tidak ada kecualinya.

2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 27 di atas mengungkapkan jaminan hak dan kewajiban bagi penduduk tanpa membedakan apakah

wanita atau pria dalam bidang kegiatan dan hak perorangan artinya kaum wanita juga mempunyai

kedudukan dan hak yang sama dengan kaum pria dalam masa pembangunan seperti sekarang. Garis-garis

Besar Haluan Negara tahun 1986 menyebutkan Wanita, baik sebagai warga negara maupun insan

pembangunan mempunyai hak kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria di segala bidang

kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan itu, kedudukannya dalam

masyarakat dan peranannya dalam pembangunan perlu terus ditingkatkan serta diarahkan, sehingga dapat

meningkatkan	partisipasinya	dan memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa

sesuai dengan kodrat,	harkat, dan martabatnya sebagai wanita.

Pada bagian lain GBHN tahun 1996 menyebutkan :

Pembangunan politik merupakan usaha pembangunan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara

berdasarkan Pancasila dan diarahkan untuk lebih memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila.

Sehubungan itu dan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan politik perlu lebih di dorong dan

dikembangkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik bangsa.

Sedangkan Pudjiwati Sajogyo mengungkapkan "tindakan berupa mengajak wanita untuk berpartisipasi

dalam pembangunan bukan saja suatu tindakan efesien, tetapi berarti pula pemanfaatan sumber manusiawi

dengan potensi tinggi"2. Pada pandangan lain Hanna Papanek mengatakan :

Ada alasan yang sangat sederhana untuk mengadakan penelitian lapangan mengenai golongan wanita dalam

masyarakat manapun. Kita kurang mengetahui tentang wanita daripada tentang pria dalam masyarakat

manapun yang pernah dikaji. Dari sudut tinjauan merata terhadap semua pengetahuan yang dikumpulkan
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oleh para ahli antropologi, ahli, sosiologi, ahli ilmu politik, ahli ilmu sejarah, dan ekonomi, kita dapat

menarik kesimpulan yang sangat sederhana bahwa diperlukan penelitian lebih banyak mengenai wanita

dalam hgmpir setiap bidang social budaya yang mungkin ada.

Sedangkan T.G. Ihromi mengatakan :

Dengan adanya landasan formal dalam GBHN mengenai peranan dan tanggung jawab wanita dalam masa

pembangunan maka jelas bahwa proses pembaagunan telah berpengaruh dan dipengaruhi oleh wanita.

Beberapa pandangan di atas menunjukkan bahwa peningkatan peran serta wanita dalam segala bidang

memberi gambaran pula tentang peran serta wanita dalam bidang politik?.


